[ SALINAN J

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
profesional sebagai penyelenggara pemerintahan yang
menerapkan  prinsip-prinsip  pemerintahan  vang  baik,
dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu
menyusun pedoman pelaksanaan penegakan disiplin
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4033);

3. Undang-Undang...
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tamhahan TLemharan Negara Repuhlik Indonesia

Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pernbahan Kedua Atas Undang-Uindang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tamhahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya
Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6075);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
AR i, Pllcmmarrantl Nimeaas @ISy o s
lJJ.DJ.tJLU.I. I.L.-sd_\f\’al 1‘b5b 1wl I‘L.'bJ..I..I.UCU.Cll
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

9. Peraturan...
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung (Lemharan Daerah Kahupaten Belitung
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
RBelitung (lLembaran Naerah Kabupaten Belitung Tahun 2019
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KARUPATEN BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.

2. Pemerintah  Kabunaten adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Belitung.
Sekretaris Daerah adalah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Belitung.

A

Radan Kenegawaian dan Pengembangan Sumber Dayva Manusia
yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Pegawai...
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8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil
Negara di instansi pemerintah sesnai dengan ketenfuan
peraturan perundang-undangan.

10. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi
wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai
Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

11. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Disiplin
PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati
kewajihan dan menghindari larangan yang ditenfukan dalam
peraturan perundang-undangan.

12. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam
maupun di luar kantor.

13. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau
perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban
dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri
Sinil, baik vang dilakukan di dalam maupun di lnar jam keria.

14. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh
pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri
Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

15. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh
Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin
yang dijatuhkan kepadanya.

16. Unit Keria adalah satuan kerja atasan langsung sehagai fempat
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas
dalam organisasi.

17. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya
harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau
mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi,

dan/atau pemerintah/negara.

BAB II...
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BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai

pedoman dalam penegakan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah

Kabhupaten Belitung.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
memastikan agar setiap dugaan Pelanggaran Disiplin segera
ditindaklanjuti oleh atasan langsung atau tim pemeriksa guna
memberikan kepastian bukum bagi PNS yang diduga melakukan

perbuatan PNS yang bersangkutan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. disiplin PNS;

b. pemanggilan;

c. pemeriksaan,

d. herita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
e. penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin;

f. upaya administratif;
g. pemberlakuan dan pendokumentasian keputusan penjatuhan
Hukuman Disiplin; dan

h. pembatasan hak kepegawaian.

Pasal 5
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(2) Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati

kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana

dimaksud...
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dimaksud pada ayat (1) baik yang dilakukan di dalam maupun
di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.
(3) Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sehagaimana dimaksnd
pada ayat (2) terdiri atas:
a. Hukuman Disiplin ringan:
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
b. Hukuman Disiplin sedang:
1. pemotongan tuniangan kineria sebesar 25% (dua puluh
lima persen) selama 6 (enam) bulan;
2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh
lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh
lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
c. Hukuman Disiplin berat:
1. penuruinan iabatan setingkat lehih rendah selama 12
(dua belas) bulan;
2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana
selama 12 (dua belas) bulan; dan
3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS.

(4) Kewajiban dan larangan PNS sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan pelanggaran terhadap kewajiban serta larangan dan
jenis hukumannya, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB V
PEMANGGILAN
Pasal 6

(1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil
secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim
nemeriksa.

(2) Atasan langsung atau tim pemeriksa menerbitkan surat
panggilan kepada PNS yang diduga melakukan Pelanggaran

Disiplin sebelum dilakukan pemeriksaan Pelanggaran Disiplin.

(3) Format...
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(3) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal

pemeriksaan dilaksanakan.

Pasal 7

(1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
disampaikan kepada PNS di tempat kerjanya.

(2) Dalam hal PNS tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat
domisili PNS,

(3) Dalam hal alamat domisili PNS berubah atau tidak diketemukan
atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua
rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya

sesuai dengan alamat domisili terakhir PNS.

Pasal ]

(1) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 harus disertai dengan bukti tanda terima.

——
——

Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling
sedikit memuat nama tanggal dan tanda tangan penerima surat

panggilan.

Pasal 9

(1) Dalam hal PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah
ditentukan atasan langsung atau tim pemeriksa melakukan
pemanggilan kedua.

(2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan
pada pemanggilan pertama.

(3) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada

tanggal...
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tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, atasan langsung
menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan
keterangan vang ada tanpa dilaknkan pemeriksaan serfa wajib
dibuatkan berita acara pemeriksaan.

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang
Menghukum, atasan langsung mengajukan usul penjatuhan
Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang
Berwenang Menghukum dan wajib disertai dengan berita acara
nemeriksaan dan lanoran hasil nemeriksaan

(5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh tim pemeriksa
dan PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal
pemeriksaan yang telah ditentukan, tim pemeriksa melaporkan
hal tersebut kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum
menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan

keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

BAB VI
PEMERIKSAAN
Pasal 10

(1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara
virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara

pemeriksaan.

,_._
——

Seheliim melakukan nemeriksaan, atasan langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari
dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan
mengenai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS.

(4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan

sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.

Pasal 11
Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (4) mengindikasikan adanya:

a. Pelanggaran...
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a. Pelanggaran Disiplin tingkat ringan, atasan langsung memeriksa
dan menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan
hukti vang dapat dipertanggungiawahkan; atan

b. Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau berat, atasan langsung
mengusulkan kepada pejabat yang berwenang secara berjenjang

untuk membentuk tim pemeriksa.

Pasal 12

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan
Hukuman Disiplin sedang dapat dilakukan pemeriksaan oleh
tim pemeriksa.

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan
Hukuman Disiplin berat waiib dilakukan pemeriksaan oleh tim

pemeriksa.

Pasal 13

(1) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ditetapkan oleh PPK/pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan tim

pemeriksa diterima.

,_.,
-——

Format ftim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
berjumlah ganjil dan bersifat ad hoc yang terdiri atas:
a. atasan langsung;
b. unsur pengawasan; dan
c. unsur kepegawaian.

(2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim
pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
harus tidak terkait atau tidak terlibat dalam Pelanggaran

DNisiplin vang didugakan kenada PNS vang dineriksa.

(4) Dalam...
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(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diduga terkait atau terlibat dalam Pelanggaran Disiplin
vang sama, anggota tim pemeriksa dari nnsur atasan langsung
harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

(5) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berasal dari Inspektorat.

(6) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ berasal dari BKPSDM.

(7) Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
avat (2) merupakan peiahat struktural/fuingsional vang ditunijuk
berdasarkan surat perintah dan memiliki kompetensi sesuai

dengan ruang lingkup dan jenis Pelanggaran Disiplin.

Pasal 15

(1) Susunan keanggotaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
a1 (safu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.

(2) Pangkat dan/atau jabatan PNS yang menjadi anggota tim
pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh

lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan PNS yang diperiksa.

Pasal 16

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, atasan
langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang
Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli

dan/atau pihak terkait.

BAB VII
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17
(1) Atasan langsung atau tim pemeriksa harus menindaklanjuti
hasil pemeriksaan dengan membuat berita acara pemeriksaan.

(2) Berita...
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(2) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan
Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran
Disiplin vang dilakukan oleh PNS vang hersangkutan

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan
untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut
merupakan kewenangan:

a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung
tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau

b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya/tim
pemeriksa waijib melaporkan secara hierarki disertai berita

acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Kedua
Berita Acara Pemeriksaan
Pasal 18

(1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan dan
harus ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan atasan

langsung atau tim pemeriksa.

_—
D
——

PNS  sehagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum

menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan

untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara
pemeriksaan.

(3) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak mendapat koreksi, PNS yang bersangkutan
harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara
pemeriksaan.

(4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara
pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus
mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita
acara pemeriksaan.

(5) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam lampiran yvang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketiga
Laporan Hasil Pemeriksaan
Pasal 19

(1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan berita acara
nemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.

(2) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENETAPAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 20

(1) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin dilakukan oleh
Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara
nemeriksaan dan/atan hasil pemeriksaan.

(2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Dalam hal atasan langsung merupakan Pejabat yang Berwenang
Menghukum, atasan langsung harus menetapkan keputusan
penjatuhan Hukuman Disiplin.

(2) Penetapan  keputusan  penjatuhan  Hukuman  Disiplin
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
berita acara pemeriksaan ditandatangani.

(3) Tembusan  keputusan  penjatuhan  Hukuman  Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan
kepada Kepala BKPSDM.

Pasal 22

(1) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum merupakan
Bupati maka tim pemeriksa harus melaporkan hasil

pemeriksaan  secara  berieniang kepada Bupati  melalui

Sekretaris...
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Sekretaris Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan
ditandafangani.

(2) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Format laporan kewenangan pejatuhan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
[Lampiran vang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) Atasan langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada PNS
yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan
ditetapkan.

(2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh atasan
langsung kepada PNS sebhagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara
penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.

(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir
pada saat penyampaian Kkeputusan penjatuhan Hukuman
Disiplin atau alamat domisili terakhir PNS berubah atau tidak
diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya,
keputusan peniatnhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui
alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat pada data
Pemerintah Kabupaten.

(4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara
penyerahan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

(5) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin
sehagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat

nama tanggal dan tanda tangan penerima keputusan

penjatuhan Hukuman Disiplin.

(6) Dalam...
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(6) Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima keputusan
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
hersedia menandatangani fanda fterima penverahan keputnsan
penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus

dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB IX
UPAYA ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

(1) PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang

(2) Upaya Administratif terdiri atas:
a. keberatan; dan

b. banding administratif.

Bagian Kedua
Keberatan

Pagal 25

(1) PNS dapat mengajukan keberatan atas:

a. keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS; dan
b keputusan peiabat

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diajukan kepada PPK.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diajukan kepada atasan pejabat.

(4) Pengajuan keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis
Disiplin.

(5) Surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diajukan
terhadap penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang oleh
Bupati.

(6) Surat keberatan atas penjatuhan Hukuman  Disiplin

sebagaimana dimaksud nada ayat (4) disampaikan dalam waktn

paling...
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paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
keputusan Hukuman Disiplin diterima.

(7) Temhusan surat keheratan sehagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada:
a. Pejabat yang Berwenang Menghukum; dan
b. Kepala BKPSDM.

Pasal 26

(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a harus membuat tanggapan atas
keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin.

(2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilengkapi dengan:

a. berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan;
laporan hasil pemeriksaan PNS yang bersangkutan; dan

c. salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin yang
mencantumkan bukti tanda terima dari PNS yang
bersangkutan dan/atau berita acara penyampaian

keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

T
Y]
S —

Tanggapan atfas keberatan peniatuhan Hukiman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan
dan diterima oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum
dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak
tanggal tembusan surat keberatan atas penjatuhan Hukuman
Disiplin diterima.

(4) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib mengambil
keputusan atas keberatan peniatunhan Hukuman Disinlin dalam
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal
surat keberatan diterima.

(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa
menguatkan, meringankan, memberatkan, atau membatalkan
Hukuman Disiplin dan keputusan tersebut bersifat final dan
mengikat.

(6) Tembusan keputnsan atas keheratan penjatuhan Huknman

Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan

kepada Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM dan Inspektur.

(7) Dalam...
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(7) Dalam hal atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak
mengambil keputusan atas keberatan penjatuhan Hukuman
Disiplin sehagaimana dimaksud pada ayat (5] dalam waktu
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterima surat keberatan, maka PNS yang dijatuhi
Hukuman Disiplin dapat mengajukan upaya hukum kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga
Banding Administratif
Pagal 27

(1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
dapat mengajukan Upaya Administratif berupa banding
administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b kepada Badan
Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dengan tembusan kepada
Bupati.

(2) Pengajuan banding administratif atas penjatuhan Hukuman
Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
tertulis dalam bentuk surat banding administratif atas
penjatuhan Hukuman Disiplin.

(3) Surat banding administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal

keputusan Hukuman Disiplin diterima.

BARB X
PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 28

Keputusan Hukuman Disiplin yang tidak dapat diajukan Upaya
Administratif berupa keberatan mulai berlaku sejak tanggal

keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.

Pasal 29...
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Pasal 29

Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin yang dapat diajukan

Upaya Administratif pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut:

a. jika tidak terdapat Upaya Administratif keputusan
Hukuman Disiplin mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas)
terhitung seiak tanggal keputusan penjatuhan Hukiman
Disiplin diterima; dan

b. jika terdapat Upaya Administratif baik yang berupa keberatan
maupun banding administratif, maka keputusan penjatuhan
Hukuman Disiplin mulai berlaku sesuai dengan keputusan

Upaya Administratifnya.

Pasal 30

Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan oleh
BKPSDM.

BAB XI
PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN
Pasal 31

(1) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang
atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji
berkala dan kenaikan pangkatnya.

(2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak dapat
diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan,
mutasi, serta promosi jabatan dengan ketentuan jika Hukuman
Disiplin berupa:

a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 6 (enam) bulan, pembatasan hak
kepegawaiannya bherlaku  selama  menjalani  Huknman
Disiplin;

b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 9 (sembilan) bulan, pembatasan hak
kepegawaiannya berlaku selama menjalani Hukuman

Disiplin; atau

c. pemotongan...
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c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 12 (dua belas) bulan, pembatasan hak
kenegawaiannya herlaku  selama menjalani Huknuman
Disiplin.

(3) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat tidak dapat
diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan,
mutasi, serta promosi jabatan dengan ketentuan jika Hukuman
Disiplin berupa:

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua
belas) bulan, pembatasan hak kepegawaiannya berlakn
selama menjalani Hukuman Disiplin;

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana
selama 12 (dua Dbelas) bulan, pembatasan hak
kepegawaiannya berlaku selama menjalani Hukuman
Disiplin; dan

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sehagai PNS, nemhatasan hak kenegawaiannya herlaku seiak
proses penjatuhan Hukuman Disiplin sampai dengan
tanggal keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin mulai
berlaku.

Pasal 32

(1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS ternyata tidak ditemukan
alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat
dipertanggungjawabkan:

a. atasan langsung harus mengeluarkan surat
bersalah; atau

b. tim pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada
kepala perangkat daerah terkait untuk membuat surat
keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak
bersalah.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan kepada Peiahat yvang Rerwenang Menghukum ijika
atasan langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang

Menghukum.

Pasal 33...
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Pasal 33

(1) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak
diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala
serta tidak disetujui untuk pindah instansi sampai dengan
ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) PNS yang sedang mengaiukan lpaya Administratif sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa banding administratif, yang
bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan
tugas.

(3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), PNS harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

(4) Untuk memnperoleh izin sebagaimana dimaksud pada avat (3),
PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui atasan
langsung secara berjenjang.

(5) Format permohonan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peratuiran Bunati ini,

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mutatis

mutandis berlaku untuk Calon PNS.

Pasal 35

(1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya

bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

(2) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka
berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum

berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hasil pemeriksaan tetap

berlaku...
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berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam

Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

(1) Pelaksanaan ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin

ahAamnirmana Airanlrannd r‘nln?ﬂ P
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asa (2),
setelah peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan
sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara berlaku.

(2) Sebelum berlakunya peraturan pemerintah mengenai gaji dan
tunjangan, penjatuhan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b berlaku ketentuan
Hukuman Disiplin sedang dalam Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)

tahun.

BAR XIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Belitung

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Desember 2022

T DTT TMTTATMN
LA L L MPRAASR L AU,

ttd.

SAHANI SALEH
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Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Desember 2022

CQOTAIZTIITVTI AT T TMAT'TIATT
WASARANWEY A LRANALY ASLRAAJANICALL

KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 95
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BELITUNG

A. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEWAJIBAN LARANGAN
1 2

1. setia dan taat sepenuhnya kepada | 1. menyalahgunakan wewenang;
Pancasila, Undang-Undang Dasar | 2. menjadi perantara untuk
Megara Republik Indenesia Tahun mendapatkan keuntungan  pribadi
1945, Negara Kesatuan Republik dan/atau orang lain dengan
Indonesia, dan pemerintah; menggunakan kewenangan orang lain

2. menjaga persatuan dan kesatuan yang diduga terjadi konflik
bangsa; kepentingan dengan jabatan;

3. melaksanakan kebijakan vang | 3. menjadi pegawai atau bekerja untuk
ditetapkan oleh pejabat pemerintah negara lain;
yang berwenang; 4. bekerja pada lembaga atau organisasi

4. menaati ketentuan peraturan internasional tanpa izin atau tanpa
perundang-undangan; ditugaskan oleh PPK; '

5. melaksanakan tugas kedinasan | 5. bekerja pada perusahaan asing,
dengan penuh pengahdian, kejujuran, Lkonsultan  asing,  atan  lembaga
kesadaran, dan tanggung jawab; swadaya masyarakat asing kecuali

6. menunjukkan integritas dan ditugaskan oleh PPK;
keteladanan dalam sikap, perilaku, | 6. memiliki, menjual, membeli,
ucapan, dan tindakan kepada setiap menggadaikan, menyewakan, atau
orang, baik di dalam maupun di luar meminjamkan barang baik bergerak
kedinasan; atau tidak bergerak, dokumen, atau

7. menyimpan rahasia jabatan dan surat berharga milik negara secara
hanya dapat mengemukakan rahasia tidak sah;
jabatan sesuai dengan ketentuan | 7. melakukan pungutan di  luar
peraturan perundang-undangan; ketentuan;

R hersedia ditempatkan di selnruh | &8  melaknkan kegiatan vang merigikan
wilayah Negara Kesatuan Republik negara;

Indonesia; 9. bertindak sewenang-wenang terhadap

9. menghadiri dan mengucapkan bawahan;
sumpah/janji PNS; 10. menghalangi berjalannya tugas

10. menghadiri dan mengucapkan kedinasan;
sumpah/janji jabatan,; 11. menerima hadiah yang berhubungan

11. mengutamakan kepentingan negara dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
daripada kepentingan pribadi, | 12. meminta sesuatu yang berhubungan
seseorang, dan/atau golongan; dengan jabatan;

12. melaporkan dengan segera Kkepada | 13. melakukan tindakan atau tidak
atasannyva apabila mengetahui ada hal melakukan tindakan vang dapat
yang dapat membahayakan keamanan mengakibatkan Kkerugian bagi yang
negara atau merugikan keuangan dilayani; dan
negara; 14. memberikan dukungan kepada calon

13. melaporkan harta kekayaan kepada Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala
pejabat yang berwenang sesuai dengan Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon
keientuan — peraiuran perundang- anggoia Dewan Perwakilan Rakyad,
undangan; calon anggota Dewan Perwakilan

14. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Daerah, atau calon anggota Dewan
jam kerja; Perwakilan Rakyat Daerah dengan

15. menggunakan dan memelihara barang cara:
milik negara dengan sebaik-baiknya; a. ikut kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan
menggunakan atribut partai atau
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16. memberikan  kesempatan  kepada
bawahan untuk mengembangkan
kompetensi: dan

17. menolak segala bentuk pemberian
yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi kecuali penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

menggunakan atribut partai atau
atribut PNS;

sebagai peserta kampanye dengan
mengerahkan PNS lain:

sebagai peserta kampanye dengan
menggunakan fasilitas negara;
membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu
pasangai calon sebeiuin, seidama,
dan sesudah masa kampanye;
mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan Unit Kerjanya,

mam o mrmmdkm VemTem msrmem ] msn amm e i T b
ainggoia Kciuaiga, aail inasyaiaxat,

dan/atau
memberikan  surat  dukungan
disertai fotokopi Kartu Tanda

Penduduk atau Surat Keterangan
Tanda Penduduk.

B. PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN DAN JENIS HUKUMANNYA

HUKUMAN DISIPLIN HUKUMAN DISIPLIN HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
1 2 3
1. melaksanakan 1. menjaga persatuan setia dan taat
kebijakan yang dan kesatuan bangsa, sepenuhnya kepada
ditetapkan oleh pejabat apabila pelanggaran Pancasila, Undang-
pemerintah yang berdampak negatif Undang Dasar Negara
berwenang, apabila pada Unit Kerja dan/ Republik Indonesi
pclanggaran atau instansi yang Tahun 1945, Ncgara
berdampak negatif bersangkutan; Kesatuan Republik
pada Unit Kerja; 2. melaksanakan Indonesia, dan
2. menaati ketentuan kebijakan yang pemerintah, apabila
peraturan perundang- ditetapkan oleh pejabat pelanggaran
undangan, apabila pemerintah yang berdampak negatif
pelanggaran berwenang, apabila pada Unit Kerja,
berdampak negatif pelanggaran instansi, dan/atau
pada Unit Kerja; berdampak negatif negara;
3. melaksanakan tugas pada instansi yang menjaga persatuan
kedinasan dengan bersangkutan; dan kesatuan bangsa,
, penuh pengabdian, { 3. menagti ketentngn apabils Pelanesaran
kejujuran, kesadaran, peraturan perundang- berdampak negatif
dan tanggung jawab, undangan, apabila pada negara;
apabila pelanggaran pelanggaran melaksanakan
berdampak negatif berdampak negatif kebijakan yang
pada Unit Kerja; pada instansi yang ditetapkan oleh pejabat
4. menunjukkan bersangkutan; pemerintah yang
integritas dan | 4. melaksanakan tugas berwenang, apabila
keteladanan dalam kedinasan dengan pelanggaran
sikap, perilaku, penuh pengabdian, berdampak negatif
ucapan, dan tindakan kejujuran, kesadaran, pada negara;
kepada setian orang, dan tanggung jawab, menaati letentuian
baik di dalam maupun apabila pelanggaran peraturan perundang-
di luar kedinasan, berdampak negatif undangan, apabila
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apabila pelanggaran pada instansi yang pelanggaran
berdampak negatif bersangkutan; berdampak negatif
pada Unit Kerja; 5. menunjukkan pada negara;

5. menyimpan rahasia integritas dan | 5. melaksanakan  tugas
jabatan dan hanya keteladanan dalam kedinasan dengan
dapat mengemukakan sikap, perilaku, penuh pengabdian,
rahasia jabatan sesuai ucapan, dan tindakan kejujuran, kesadaran,
dengan ketentuan kepada setiap orang, dan tanggung jawab,
peraturan perundang- baik di dalam maupun apabila pelanggaran
undangan, — apabila di  luar  kedinasan, berdampak negaiif
pelanggaran apabila pelanggaran pada negara;
berdampak negatif berdampak negatif | 6. menunjukkan
pada Unit Kerja; pada instansi yang integritas dan

6. bersedia ditempatkan bersangkutan; keteladanan dalam
di seluruh wilayah | 6. menyimpan rahasia sikap, perilaku,
Negara Kesatuan jabatan dan hanya ucapan, dan tindakan
Republik Indonesia, dapat mengemukakan kepada setiap orang,
apabila pelanggaran rahasia jabatan sesuai baik di dalam maupun
berdampak negatif dengan ketentuan di Iuar kedinasan,
pada Unit Kerja; peraturan perundang- apabila pelanggaran

7. mengutamakai undaiigai, apavila berdainpak ncgatit
kepentingan negara pelanggaran pada negara;
daripada kepentingan berdampak negatif | 7. menyimpan rahasia
pribadi, seseorang, pada instansi yang jabatan dan hanya
dan/atau golongan, bersangkutan; dapat mengemukakan
apabila  pelanggaran | 7. bersedia ditempatkan rahasia jabatan sesuai
berdampak negatif di seluruh wilayah dengan ketentuan
pada Unit Kerja; Negara Kesatuan peraturan perundang-

8. Masuk Kerja dan Republik Indonesia, undangan, apabila
menaati ketentuan jam apabila pelanggaran pelanggaran
kerja yang berdampak berdampak negatif berdampak negatif
pada Unit Kerja pada instansi yang pada negara;
berupa: bersangkutan; 8. bersedia ditempatkan
a. teguran lisan bagi | 8. menghadiri dan di seluruh wilayah

PNS yang tidak mengucapkan Negara Kesatuan
Masuk Kerja tanpa sumpah/janji PNS, Republik Indonesia,
alasan yang sah apabila  pelanggaran apabila  pelanggaran
secara kumulatif dilakukan tanpa berdampak negatif
selama 3 (tiga) hari alasan yang sah; pada negara;
kerja dalam 1 (satu) | 9. menghadiri dan | 9. mengutamakan
tahun; mengucapkan kepentingan negara
b. teguran tertulis bagi sumpah/janji jabatan, dari pada kepentingan
PNS yang tidak apabila pelanggaran pribadi, seseorang,
Masuk Kerja tanpa dilakukan tanpa dan/atau golongan,
alasan yang sah alasan yang sah; apabila pelanggaran
secara kumulatif | 10. mengutamakan berdampak negatif
selama 4 (empat) kepentingan negara pada negara dan/atau
sampai dengan © daripada kepentingan pemerintah;
(emam) har1 Kkerja pribadi, seseorang, | 10. melaporkan dengan
dalam 1 (satu) dan/atau golongan, segera kepada
tahun; dan apabila pelanggaran atasannya apabila
c. pernyataan tidak berdampak negatif mengetahui ada hal
puas secara tertulis pada instansi yang yang dapat
bhagi PNS vang tidak hersangkutan; membahavakan
Masuk Kerja tanpa | 11. melaporkan dengan keamanan negara atau
alasan yang sah segera kepada merugikan keuangan
secara kumulatif atasannya apabila negara, apabila
selama 7 (tujuh) mengetahui ada hal pelanggaran
sampai dengan 10 yang dapat berdampak negatif
(sepuiuh) hari kerja membahayakan pada negara danj/atau
dalam 1 (satu) keamanan negara pemerintah;
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10.

tahun;

menggunakan dan
memelihara barang
milik negara dengan
sebaik-baiknya,

apabila pelanggaran
berdampak negatif
pada Unit Kerja; dan
memberikan
kesempaian kepada
bawahan untuk
mengembangkan
kompetensi, apabila
pelanggaran
berdampak negatif
pada Unit Kerja.

12.

13.

atau merugikan
keuangan negara,
apabila pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang
bersangkutan;

melaporkan harta
kekayaan kepada
pejabat yang
berwenang sesual
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang
dilakukan pejabat
administrator dan

pejabat fungsional;
Masuk Kerja dan
menaati ketentuan jam
kerja berupa:
a. pemotongan
tuiyaiigain ~ Kiicija
sebesar 25% (dua
puluh lima persen)
selama 6 (enam)
bulan bagi PNS yang
tidak Masuk Kerja
tanpa alasan yang
sah secara
kumulatif selama 11

(sebelas) sampai
dengan 13 (tiga
belas)  hari  kerja
dalam 1 (satu)
tahun;
b. pemotongan

tunjangan  Kkinerja
sebesar 25% (dua

puluh lima persen)

selama 9 (sembilan)

bulan bagi PNS yang

tidak Masuk Kerja

tanpa alasan yang

ceah eprara
kumulatif selama 14
(empat belas)
sampai dengan 16
(enam belas) hari
kerja dalam 1 (satu)
tahun;

c. pemotongan
tunjangan  Kkinerja
sebesar 25 (dua
puluh lima persen)
selama 12 (dna
belas) bulan bagi
PNS yang tidak
Masuk Kerja tanpa

11.

12

harta
kepada
yang

melaporkan
kekayaan
peiabat
berwenang sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang
dilakukan pejabat
plupingan  unggl  dain
pejabat lainnya;
Masuk Kerja dan
menaati ketentuan jam
kerja berupa:
a. penurunan
setingkat lebih
rendah selama 12
(dua Dbelas) bulan
bagi PNS yang tidak
Masuk Kerja tanpa

jabatan

alasan yang san
secara kumulatif
selama 21 (dua

puluh satu) sampai
dengan 24 (dua
puluh empat) hari
kerja dalam 1 (satu)
tahun;

b. pembebasan dari
jabatannya menjadi

jabatan  pelaksana
selama 12 {dua
belas) bulan bagi
PNS yang tidak

Masuk Kerja tanpa

alasan yang sah
secara kumulatif
selama 25 (dua

puluh lima) sampai
dengan 27 (dua
puluh tujuh) hari
kerja dalam 1 (satu)
c. pemberhentian
dengan hormat tidak
atas permintaan
sendiri sebagai PNS
bagi PNS yang tidak
Masuk Kerja tanpa

alasan yang sah
secara kumulatif
selama 28 (dua
puluh delapan) hari
keria atan lehih
dalam 1 (satu)
tahun; dan

d. pemberhentian

alasan yang sah dengan hormat tidak
secara kumulatif atas permintaan
selama 17 (tujuh sendiri sebagai PNS
belas) sampai ~_bagi PNS yang

o
w




|

dengan 20 (dua

puluh) hari kerja

dalam 1 (satu)
tahun;

14. menggunakan dan

memelihara barang

15.

milik negara dengan
sebaik-baiknya,

apabila  pelanggaran
berdampak negaiif
pada instansi yang
bersangkutan; dan
memberikan
kesempatan kepada
bawahan untuk
mengembangkan
kompetensi, apabila
pelanggaran
berdampak negatif
pada instansi yang

P

Te =~ - P
UClSatignuiall, |

tidak Masuk Kerja
tanpa alasan yang
yang sah secara
terus menerus
selama 10 (sepuluh)
hari kerja;

13. menolak segala bentuk

pemberian yang
berkaitan dengan
tugas dail fungsi
kecuali penghasilan
sesuai dengan
ketentuan  peraturan

perundang- undangan.

C. PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN DAN JENIS HUKUMANNYA

HUKUMAN DISIPLIN HUKUMAN DISIPLIN HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN SEDANG BERAT
1 2 3
memiliki, menjual, | 1. memiliki, menjual, menyalahgunakan
membeli, membeli, wewenang;
menggadaikan, menggadaikan, menjadi perantara
menyewakan, atau menyewakan, atau untuk  mendapatkan
meminjamkan  barang meminjamkan barang keuntungan pribadi
baik bergerak atau tidak baik bergerak atau dan/atau orang lain
bergerak, dokumen, tidak bergerak, dengan menggunakan
atau surat berharga dokumen, atau surat kewenangan orang lain
milik negara secara berharga milik negara yang diduga  terjadi
tidak sah, apabila secara  tidak  sah, konflik kepentingan
nelanggaran herdamnak apahila  pelanggaran dengan jabatan:
negatif pada Unit Kerja; berdampak negatif menjadi pegawai atau
melakukan kegiatan pada instansi yang bekerja untuk negara
yang merugikan negara, bersangkutan; lain dan/atau lembaga
apabila pelanggaran | 2. melakukan pungutan atau organisasi
berdampak negara pada di luar ketentuan, internasional tanpa |
Unit Kerja; apabiia pelanggaran izin atau tanpa
bertindak sewenang- berdampak negatif ditugaskan oleh PPK;
wenang terhadap pada Unit Kerja bekerja pada
bawahan, apabila dan/atau instansi yang perusahaan asing,
pelanggaran berdampak bersangkutan; konsultan asing, atau
f negatif pada Unit Kerja; | 3. melakukan  kegiatan lembaga swadava
dan yang merugikan masyarakat asing
menghalangi negara, apabila kecuali ditugaskan
berjalannya tugas pelanggaran oleh PPK;
kedinasan, apabila berdampak negatif memiliki, menjual,
pelanggaran berdampak pada instansi yang membeli,
negatif pada Unit Kerja. bersangkutan; menggadaikarn,

4. bertindak sewenang- menyewakan, atau
wenang terhadap meminjamkan barang
bawahan, apabila baik bergerak atau
pelanggaran tidak bergerak,
berdampak negatif dokumen, atau surat
pada instansi yang berharga milik negara
bersangkutan; secara tidak sah,

T FHTA DATAVPRODUK HUKUMAPERBUIPL20220SALINANAGS-PERBLIP THSIPLIN PNS drey

26




melakukan  tindakan
atau tidak melakukan
tindakan vang dapat
mengakibatkan

kerugian bagi vyang

dilayani, apabila
pelanggaran
berdampak negatif
pada  insiansi  yang
bersangkutan
menghalangi
berjalannya tugas
kedinasan, apabila
pelanggaran
berdampak negatif

pada instansi yang
bersangkutan; dan
memberikan dukungan
kepada calon
Presiden; Wakil
Presiden, calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah, calon anggota

Dewan Perwakilan
Rakyat, calon anggota
Dewann Perwakilan
Daerah, atau calon
anggota Dewan
Perwakilan Rakyat

Daerah dengan cara

nacart

1Gviljaul Provlua

kampanye dengan
menggunakan atribut
partai atau atribut
PNS.

apabila  pelanggaran
berdampak negatif
pada negara dan/atau
pemerintah;

melakukan pungutan

di Iuar ketentuan,
apabila  pelanggaran
berdampak negatif
pada negara dan/atau
peieriniail;

menerima hadiah
yang berhubungan
dengan jabatan

dan/atau pekerjaan;
meminta sesuatu yang
berhubungan dengan
jabatan;

memberikan dukungan
kepada calon
Presiden/Wakil
Presiden, calonn Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah, calon anggota
Dewan Perwakilan
Rakyat, calon anggota
Dewan Perwakilan
Daerah, atau calon
anggota Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah dengan cara:

a. sebagai peserta

Anﬂ alalkal
uviigail

mengerahkan PNS
lain;

Tramrnnsra
AnCiiispseiLly

b. sebagai peserta
kampanye dengan
menggunakan

fasilitas negara;
c. membuat keputusan
dan/atau tindakan

yang
menguntungkan
atan merugilzan
salah satu pasangan
calon sebelum,
selama, dan
sesudah masa
kampanye;

d. mengadakan
kegiatan yang
mengarah  kepada
keberpihakan

terhadap pasangan
calon wvang meniadi
peserta pemilu
sebelum, selama,
dan sesudah masa
kampanye meliputi
pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan,
atau pemberian

L F AL ATAN PRI R NURUN Y\ FERDUF 4Us6 \ BALINAI - FERBUE D181 LI Fis s

o
=




barang kepada PNS
dalam  lingkungan
unit kerjanya,
anggota keluarga.
dan masyarakat;
dan/atau

. memberikan surat

dukungan disertai

fotokopi Kartu
Tanda Penduduk
atau Surat

Keterangan Tanda
Penduduk.

D. FORMAT SURAT PANGGILAN PEGAWAI NEGERI STPIL

PANGGILAN I/II #)
NOMOR: ..o

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

Untuk menghadap:
Nama :
NIP
Pangkat
Jabatan

Pada:
Hari
Tanggal
Jam
Tempat

Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan

pelanggaran disiplin ................coooennl. i

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.................... Jroesesarscnnn

............

Atasan Langsung/Iim Pemeriksa *)

(NAMA)

WP s seiassammepses
Tembusan Yth.:
; A—
B v

*)  Coret yang tidak perlu.

*¥} Tulislah pelanggaran disipiin yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
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E. FORMAT TIM PEMERIKSA

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR: ..o
1. Berdasarkan dugaan ©pelanggaran disiplin vang dilakukan oleh
13 1 OB 3 1 Patght oo TALETEN wosreansvmsuis maka perlu

dilakukan pemeriksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin sedang atau

berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
a. atasan langsung
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
b. unsur pengawasan
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
c. unsur kepegawaian
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan :
d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama !
NIP
Pangkat
Jabatan

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

*)  Coret yang tidak perlu.
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F. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor: ......cooeeveiinennnnn.
Peda hetl 3 v tanggal ...... B o tahun ........ saya/Tim Pemeriksa
masing-masing *):
1. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
2. Nana
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
3. Dst.
Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) ............ Nomor:
................... tanggal .............. ¥) telah melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama :
NIP
Pangkat/Gol.
Jabatan
Unit Kerja

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ......... AYVAL covvsas huruf ...... ANERA. oo Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan:

......................................................................................................................

.................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

N
"
@
—
g_
IE
)
=

......................................................................................................................

.................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa : Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)
Nama ; 1. Nama :
NIP : NIP
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Tanda Tangan Tanda Tangan :

2. Nama

NIP

Tanda Tangan
3. Dst.

*) Coret yang tidak perlu.

G. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Kepada:

g ¢

di

Tanjungpandan
RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
pada hari ... , tanggal..ivi I <11 s o RN ; BT , saya/Tim
Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :
Nama R YR R AN AR
NIP R S R AR RS
Pangkat T
Jabatan e e R R R RS

LR T 5 e g R

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat kami laporkan sebagai berikut :

BENTUK FAKTOR YANG | FAKTOR YANG | DAMPAK
PELANGGARAN | WAKTU | TEMPAT | o\ i BERATKAN | MERINGANKAN | PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan Peianggaran Disipiin
sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin .....................

2. Kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri
Sipil tersebut di atas merupakan kewenangan ...............coceevnenennnnn. )

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan
terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan dalam
penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

. .

| ¥ Py .
lallg luuciapul naitl

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa *),

(NAMA)

NTD
IR B

...........................................

Tembusan Yth.:

*)  Coret/hapus yang tidak perlu.
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*#) Diisi dengan pejabat yang berwenang menghukum.
H. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

TATA T ATH AT U7 A ATMA
EAJOADOAL LAWY

MM TATIVA/M /TATA L ATITA T
DLJDDOAL [ FEAXWILL

berada 2 (dua)

tinolr-at Ai hawahnvua
ny L awannya

Lipiatan wai W

NO.| BERWENANG |YANG DAPAT DIJATUHI JENIS HUKUMAN
MENGHUKUM HUKUMAN DISIPLIN
1 2 3 &
1. |Bupati/PPK 1. Pejabat Pimpinan | 1. Hukuman Disiplin Tingkat
‘I'ingg1 Pratama Ringan;
2. Hukuman Disiplin Tingkat

Sedang; dan

3. Hukuman Disiplin Tingkat

Berat.

2.Jabatan Fungsional | I. Hukuman Disipiin Tingkat
Tertentu jenjang Ringan;
Utama 2. Hukuman Disiplin Tingkat

Sedang; dan

3. Hukuman Disiplin Tingkat

Berat, berupa:

a. penurunan jabatan
setingkat lebih rendah
selama 12 (dua belas)
bulan; dan

b. pembebasai daurti
jabatannya menjadi
jabatan pelaksana
selama 12 (dua belas)
bulan.

3. Pejabat 1. Hukumain Disiplin Tingkat
Administrator ke Sedang; dan
bawah 2. Hukuman Disiplin Tingkat
Berat.
4. Pejabat Fungsional | Hukuman Disiplin Tingkat
selain Pejabat | Derat
Fungsional jenjang
Ahli Utama
2. |Pejabat Pimpinan |1. PNS di | Hukuman Disiplin Tingkat
Tinggi  Pratama | lingkungannya yang | Ringan
atau pcjabat lain | berada 1 (satu)
yang setara tingkat di bawahnya
2. PNS di | Hukuman Disiplin Tingkat
lingkungannya yang | Sedang
berada 2 (dua)
tingkat di bawahnya
3. Pejabat Fungsional di | Hukuman Disiplin Tingkat
lingkungannya. Sedang
3. |Pejabat 1. PNS di | Hukuman Disiplin Tingkat
Administrator lingkungannya yang | Ringan
atau setara | berada i (satu)
Pejabat tingkat di bawahnya
Struktural Eselon |2. PNS di | Hukuman Disiplin Tingkat
III lingkungannya yang | Sedang
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lingkungannya yang

Ringan; dan

3. Pejabat Fungsional di | 1. Hukuman Disiplin Tingkat
lingkungannya. Ringan; dan
2. Hukuman Disiplin Tingkat
QAdrnamer
U\.,uc.l.u.s.
4. |Pejabat Pengawas |1. PNS di | Hukuman Disiplin Tingkat
atau pejabat lain | lingkungannya yang | Ringan
yang setara berada 1 (satu)
tingkat di bawahnya
2. PNS di | 1. Hukuman Disiplin Tingkat

A‘I ! 1‘1”171 [aiehababid
il Jl--llb \.MLJ&MLIJ)JM

D‘;ﬂ [aiehal
J\LAA&(AAA

berada 2 (dua) | 2. Hukuman Disiplin Tingkat
tingkat di bawahnya Sedang.
3. Pejabat Fungsional | Hukuman Disiplin Tingkat

FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PEJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Nomor:
Sifat
Lampiran
Hal

..........................................

.............

Kepada
Yth. *)
af ...

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil
pemeriksaan pada hari .. tanggal .... bulan ... tahun ...., saya/TimPemeriksa **)
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ

™
cliuaoal nall

am mamm v ant L e

}JCJ.J.J.L-J. inoaaltl,

e

hasil Ciilyala untuk
menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas
merupakan kewenangan ...... *). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan
Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan **) terhadap
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk
Qinil

\-J.ll.l-‘&

B L e e
VO VY \..LJ.CIJ..I.EGLI.J.

“Tarrn-r‘
RVl

r'\1 ©1 ﬂ]“ﬂ
;;;;;;;;

u'l'l‘l"l“l’ﬂﬂﬂ
ALY AL

manintiihl-am
AAA\tlAJ CALudiiancany

bersangkutan.

ATV

]r.f:\'l'\f:) A [a]
L3 preAiLa gLl

Dﬂf‘l’f.‘l At tichl
LR e AR

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian
terima kasih.

*), kami mengucapkan

oooooo

Yang melaporkan,
Atasan Langsung/Tim Pemeriksa **)

(NAMA)

NI snmmenasr i nsas s
Tembusan, Yth.:
I, consmusssmppssmnn 3
2. Dst

%) Isiiah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.
**) Coret yang tidak perlu.
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J. FORMAT PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN
MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING
ADMINISTRATIF

Hal - J— Termnpeat, . tangeal .o
Lampiran - J—

Kepada.,
Yth. Bupati Belitung
di -

Tanjungpandan

1. Bahwa atas Keputusan ....... NoMOL wovvanian tanggal tentang penjatuhan
Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri, saya telah mengajukan banding administratif kepada
Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, tanggal ...... (fotokopi terlampir).

2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil
Negara, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat Masuk
Kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan .............. =)

3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya saya
ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(NAMA)

NIP .o,
Tembusan Yth:
| N ;
2. Dst

*) 1s1 dengan nama Perangkat Daerah.

SAHANI SALEH
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